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ABSTRAK 

 

ADRI AKIM, NIM 201017450019 “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM UPAYA 
MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SURAT 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Kain Tenun Endek Bali)” 
Penelitian ini berangkat dari banyaknya para pengrajin kain tenun Endek yang tidak memiliki hak 
cipta. Permasalahan muncul saat dalam beberapa situasi, komersialisasi tema-tema dan motif-motif 
tradisional maupun kontemporer yang dilakukan tanpa izin, dapat timbul bila ada orang luar yang 
mengcopy karya seniman individual, cotohnya suatu penyalahgunaan komersil tradisi tekstil bisa 
dilakukan pihak ketiga yang membuat imitasi kain yang murah dengan motif kontemporer yang sama. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para perajin kain 
Tenun Endek Bali yang memiliki motif yang diciptakan secara individual dan juga mengetahui dan 
menganalisis upaya apa saja yang dilakukan pemerintah provinsi Bali mengenai hal tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengaplikasikan sumber 
dari data primer serta data sekunder dalam penyusunannya yang diperoleh melalui wawancara 
terhadap beberapa responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap Kain Tenun Endek Bali telah tercantum dalam Pasal 38 hingga 39 UUHC serta karya 
modifikasi oleh perajin diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC. Terkait Penggunaan Kain Tenun 
Tradisional Endek PDH/Tradisional Bali, Surat Edaran (SE) Nomor: 060/556/Setda menjabarkan 
kebijakan terkait. Surat edaran   tersebut merupakan   tindak   lanjut   dari Surat Edaran Gubernur 
Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun tradisional Bali. 

 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kain Tenun Endek Bali, Hak Cipta. 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin tenun tradisional Bali yaitu kain jenis songket 

yang diprint digital dan diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik. Tentunya hal tersebut 

mengancam perkembangan produksi kain songket tradisional asli Bali. Kain produksi pabrik ini 

mengambil konsumen tenun tradisional Bali karena harganya yang lebih murah. Ketua 

Dekranasda ini menawarkan solusi dengan menjadikan kain songket buatan pabrik ini dialihkan 

menjadi bahan kemeja. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik 

ingin menyusun tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM UPAYA 

MELESTARIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 
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TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN SURAT  PERATURAN GUBERNUR NOMOR 79 

TAHUN 2018 (Studi Pada Kain Tenun Endek Bali)” 

B. Identifikasi Masalah 
 

1. Perlindungan hukum terhadap hak 

cipta dalam melestaraikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur 

Nomor 79 Tahun 2018. 

2. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestaraikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya 

Kreatif Lokal 

C. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun Endek 

Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018? 

2. Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestaraikan Kain Tenun Endek Bali 

Sebagai Budaya Kreatif Lokal? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam 

melestaraikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Surat Peraturan Gubernur Nomor 

79 Tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestaraikan 

Kain Tenun Endek Bali Sebagai Budaya Kreatif Lokal. 

E. Kerangka Teori 
 

1. Teori Dasar (Grand Theory) 
 

2. Teori Menengah (Middle Theory) 

3. Teori Terapan (Applied Theory) 
 

F. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 

 
Jenis  penelitian yang digunakan adalah penelitian 
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hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan 

merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Dalam 

pendekatan hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai dalam bentuk pelaksaan 

hukumnya yang mengacu kepada kondisi lapangan atau hukum dikonsepkan sebagai norma 

yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Penggunaan penelitian 

hukum empiris dilakukan dengan pertimbangan bahwa mengingat penelitian ini bertitik 

tumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan fakta 

di lapangan 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris dilakukan 

dengan cara penelitian di lapangan dengan 

melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang 

terkait perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun 

Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal. 

3. Objek Penelitian 
 

Objek dari penelitan ini adalah terkait hak cipta dalam melestarikan Kain Tenun 

Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal. 

4. Jenis dan Sumber Data 

 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan 

pada obyek yang diteliti, berupa perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta 

dalam melestarikan Kain Tenun Endek Bali sebagai Budaya Kreatif Lokal. 

b. Data sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, 

seperti rancangan peraturan perundang- undangan, literatur, jurnal, hasil 

wawancara serta hasil penelitian terdahulu. 

c. Bahan hukum tersier, yang berupa bahan acuan untuk mengkaji bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder yang dapat di peroleh dari ensiklopedi, kamus, indeks 

artikel, buku dan bahan-bahan lain 

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM UPAYA 

MELESTARAIKAN BUDAYA KREATIF LOKAL 
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A. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam melestaraikan Kain Tenun Endek Bali 

Sebagai Budaya Kreatif Lokal 

Pengaturan     yang     pertama 

adalah tentang Budaya Tradisional dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan: 

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. 

2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam penjelasan Undang- Undang Hak Cipta, disebutkan yang dimaksud dengan "ekspresi 

budaya tradisional" mencakup salah satu atau 

kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: 

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam 

berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi 

informatif; 

2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; 

3. Gerak, mencakup antara lain, tarian; 

4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; 

5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai 

macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain 

atau kombinasinya; dan 

 

6. Upacara adat. 
 

Perlindungan mengenai Hak Cipta Kain Tenun Endek Bali sebagai wujud dari EBT secara 

tegas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta dimana jika penciptanya tidak diketahui 

(anonim) maka hak cipta terhadap karya tersebut dimiliki oleh negara sebagai wujud 

kepentingan pencipta dimana dimaksudkan bahwa masyarakat lokal Bali berhak mendapatkan 
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keuntungan ekonomi atas karya tersebut.1 Jika ketentuan tersebut lebih diperhatikan dimana 

Hak Cipta terhadap EBT yang pemegang kuasanya ialah Negara maka dalam hal ini pemerintah 

pusat serta daerah merupakan representasi Negara yang menguasai EBT.2 Jangka waktu 

perlindungan terhadap EBT tercantum pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yakni 

berlangsung tanpa adanya pembatasan waktu. Hal ini berarti bahwa Kain Tenun Endek sebagai 

warisan budaya yang tidak diketahui siapa penciptanya serta belum dilakukannya pemberian 

informasi oleh pihak diluar, maka hak cipta atas karya yang dihasilkan akan dimiliki oleh negara 

sebagai wujud perlindungan komunal tanpa terdapat batas waktu. 

 

B. Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Melestaraikan Kain Tenun Endek Bali Sebagai 

Budaya Kreatif Lokal Berdasarkan Pada Surat Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 

Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 

2021 tentang penggunaan kain endek atau kain tradisional Bali 

Kebijakan dirumuskan sebagai perintah atau himbauan bagi pelaksana kebijakan, yang 

berisi beberapa tujuan dan usaha-usaha yang mesti dilakukan.      Pasca terpilihnya Gubernur 

Bali, I WayanKoster, pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan 

Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat 

Bali. Dalam Pasal 3 Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tujuan Hari 

Penggunaan Busana Adat Bali yaitu untuk mewujudkan: 

1. menjaga    dan memelihara kelestarian Busana Adat Bali dalam rangka meneguhkan 

jati diri, karakter dan budi pekerti; 

2. menyelaraskan fungsi Busana Adat Bali dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah 

pemajuan kebudayaan Bali dan Indonesia; 

3. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Bali 

untuk digunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan 

4. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri busana lokal bali. 

Dalam pelaksanaan Pergub Bali No. 79 Tahun 2018 ini, pemerintah Bali mendorong 

masyarakat untuk menggunakan busana adat Bali pada hari keagamaan ditambah dengan 

setiap hari Kamis dan hari ulang tahun Provinsi Bali dan hal ini tertuang dalam Pasal 5 Pergub Bali 
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Nomor 79 Tahun 2018. Masing-masing desa adat di Bali juga menerapkan Pergub ini dalam 

wilayah pemerintahannya. 

Dalam Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penggunaan kain endek atau 

kain tradisional Bali setiap hari Selasa, ditujukan kepada bupati atau walikota, pimpinan instansi 

vertikal, pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perguruan 

tinggi, pimpinan perusahaan swasta, pimpinan organisasi atau lembaga kemasyarakatan se-Bali 

untuk mendukung penggunaan kain tenun endek. Dalam rangka memajukan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) di Bali, Pemprov Bali mengimbau seluruh pengurus dan pegawai dinas 

menyisihkan  sebagian gaji bulanannya untuk membeli kain endek tradisional Bali. 

Penggunaan endek Bali diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin   yakni   

IKM. Selain pemerintah Provinsi Bali, komunikasi dalam sosialisasi kebijakan 

juga dilakukan oleh Tim PKK   Provinsi    Bali, mendorong anak muda, agar semakin mencintai 

penggunaan kain endek. Penggunaan dapat dilakukan sesuai aktivitas yang dijalankan, 

sehingga upaya ini dapat mencegah degradasi perihal kain endek. 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengaturan Kain Tenun Endek didasarkan dalam perspekif 

Hak Cipta telah tercantum perlindungannya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 

39 Undang – Undang Hak Cipta atas Kain Tenun Endek Bali yang merupakan warisan turun 

temurun dimana hal tersebut termasuk dalam salah satu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional. 

Perlindungan secara personal atas Kain Tenun Endek yang merupakan karya modifikasi baik 

pada motif maupun teknik pewarnaannya sebagaimana telah tercantum dan telah 

terkandung pada Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang    –  Undang     Hak Cipta. Sayangnya 

hambatan- hambatan seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

pengusaha/pengrajin kain tenun endek di bidang Hak Cipta, kemudian sasaran sosialisasi 

yang kurang tepat yang mengakibatkan beberapa pengusaha/pengrajin merasa belum 

mendapatkan penyuluhan, padahal telah mendapatkan penyuluhan, serta minimnya 

kemampuan keuangan pengusaha kain tenun endek/pengrajin kain tenun endek 

dan kurangnya kesadaran hukum tetap menghantui pemerintah setempat dalam 
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mengusahakan perlindungan hukum tersebut. Keadaan tersebut yang penulis temukanlah, 

yang pada akhirnya penulis harapkan dapat diatasi, agar kepastian dan perlindungan hukum 

dapat dirasakan oleh para pengusaha maupun pengrajin kain tenun endek. 

 

2. Terkait Penggunaan Kain Tenun Tradisional Endek PDH/Tradisional Bali, Surat             Edaran (SE) 

Nomor: 060/556/Setda menjabarkan kebijakan terkait. Surat edaran tersebut merupakan tindak 

lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang penggunaan kain 

tenun tradisional Bali. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Badung diinformasikan untuk melaksanakan dan mensosialisasikan program ini. Kebijakan    

pemakain   kain tenun Bali mendapatkan dukungan dari Kapolda Bali, menyatakan mendukung 

sepenuhnya kebijakan gubernur Bali untuk melestarikan pemakaian produk tenun. Dukungan 

direalisasikan dengan mengeluarkan surat telegram nomor: ST/152/KEP./2021 tertanggal 19 

Februari 2021 yang berisi mewajibkan penggunaan kain tenun Endek di jajaran internal Polda 

Bali. 

 

B. Saran 
 

1. Sebaiknya para pengrajin kain tenun Endek harus mendaftarkan seluruh motif-motif kain 

tenun Endek ke badan hukum agar tidak ada lagi terjadinya jiplak menjiplak antar 

pengerajin. 

2. Sebaiknya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta memberikan hukuman 

denda yang lebih besar dan kurungan yang lebih lama bagi pelaku yang melanggar hak 

cipta agar memberikan efek jera kepada si pelaku yang ingin melanggar terutama kain 

tenun Endek. 
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